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BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud Panduan Magang Kerja Industri

Panduan Pengabdian Magang Kerja Industri adalah buku panduan yang memuat
berbagai hal mengenai Magang Kerja Industri sebagai pilihan tugas akhir di Fakultas Sains
dan Teknologi Universitas Labuhanbatu. Panduan ini disusun sebagai acuan bersama dalam
melaksanakan Magang Kerja Industri sebagai pilihan tugas akhir di Universitas Labuhanbatu
yang kemudian dapat dikembangkan di masing-masing fakultas maupun program studi.

B. Definisi Magang Kerja Industri

Magang Kerja Industri merupakan kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa
di industri yang sesuai dengan bidang ilmu atau jasa untuk mengembangkan dan menerapkan
ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya selama di perkuliahan. Magang Kerja Industri
diluar mata kuliah magang/PKL/PPL.

C. Tujuan Magang Kerja Industri

Magang Kerja Industri sebagai pilihan tugas akhir/Skripsi diselenggarakan sebagai
salah satu bentuk pilihan tugas akhir non skripsi dengan standar keilmuan yang dikuasai oleh
mahasiswa setelah lulus dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu. Magang
juga bertujuan agar mahasiswa merasakan proses menerapkan keilmuan atau kompetensi
yang didapat selama menjalani masa pendidikan di dunia kerja secara langsung. Mahasiswa
juga bisa memahami sistem kerja yang profesional di industri maupun instansi sebenarnya.

D. Luaran Magang Kerja Industri

Luaran dari kegiatan Magang Kerja Industri adalah berupa laporan akhir dan publikasi
karya ilmiah pada jurnal terakreditasi sinta atau jurnal internasional dengan mencantumkan
nama mahasiswa (penulis 1) dan dosen pembimbing 1 (penulis 2) serta pembimbing 2 dan
penguji sebagai penulis 3 dan 4 dimana berafiliasi pada Universitas Labuhanbatu.



BAB II
PESERTA DAN DEWAN PENGUJI MAGANG KERJA INDUSTRI

A. Peserta Magang Kerja Industri

1. Peserta Magang Kerja Industri

Peserta Magang Kerja Industri adalah mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Labuhanbatu. Mahasiswa yang memilih Magang Kerja Industri sebagai pilihan
tugas akhir non skripsi adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah diatur
dalam buku panduan ini.

2. Persyaratan Peserta Magang Kerja Industri

Mahasiswa dapat memilih Magang Kerja Industri sebagai alternatif tugas akhir

apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

a.
b.

Mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu

Telah menjalani dan Lulus semua mata kuliah di masing-masing Program Studi
Fakultas Sains dan Teknologi.

Mahasiswa Program studi Diploma (D3) wajib lulus 102 SKS sedangkan mahasiswa
program Studi strata satu (S1) wajib lulus 120 SKS, tidak ada nilai E, dan nilai D
maksimal hanya untuk 1 mata kuliah

Telah mendaftar dan disetujui oleh Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Sains
dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.

Telah melakukan pembayaran biaya Administrasi Magang Kerja Industri sebagai
pilihan Tugas akhir/Skripsi serta seluruh biaya yang terkait dengan administrasi
keuangan sampai semester berjalan.

Persyaratan tersebut diatas dibuktikan dengan dokumen yang diserahkan ke program

studi saat melakukan registrasi pengajuan tugas akhir. Dokumen bukti pemenuhan
persyaratan tersebut adalah sebagai berikut.

a.

Lampiran Status Mahasiswa aktif dari Siakad Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Labuhanbatu.

Lampiran KHS Semester 1 hingga 5 untuk Mahasiswa Program Studi Diploma (D3)
dan KHS Semester 1 sampai 7 untuk Mahasiswa Strata Satu (S1) dari Siakad
Universitas Labuhanbatu.

Fotocopy Form pengajuan Magang Kerja Industri sebagai pilihan tugas akhir.
Fotocopy atau scan Bukti Pembayaran tagihan pilihan tugas akhir.



C. Dewan Penguji Magang Kerja Industri

1. Dewan Penguji Magang Kerja Industri

Dewan penguji adalah dosen tetap Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Labuhanbatu yang sesuai dengan bidang keilmuan. Satu majelis ujian Magang Kerja Industri
dihadiri oleh 3 (Tiga) orang dewan penguji dengan kepangkatan minimal Lektor dan sesuai
dengan bidang yang akan diuji.

2. Kewenangan Dewan Penguji
Adapun wewenang dosen penguji Magang Kerja Industri di Universitas
Labuhanbatu adalah sebagai berikut.
a. Dewan penguji mengajukan pertanyaan sesuai dengan topik Magang Kerja Industri
yang dijadikan pilihan tugas akhir/Skripsi.
b. Dewan penguji juga dapat mengajukan pertanyaan yang relevan walaupun di luar
konteks Magang Kerja Industri selama masih dalam kompetensi keilmuan.
c. Ujian dilaksanakan dalam bentuk tanya jawab dan curah gagasan.
d. Penguji memberi penilaian berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam menjawab dan
merespon pertanyaan dari dewan penguji.



BAB III
PENYELENGGARAAN UJIAN MAGANG KERJA INDUSTRI

A. Alur Pendaftaran Ujian Magang Kerja Industri
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B. Penyelenggara Ujian Magang Kerja Industri
Penyelenggara Ujian Magang Kerja Industri adalah seluruh Program Studi yang
berada di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.



C. Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Ujian Magang Kerja Industri

Adapun Syarat dan ketentuan pelaksanaan Ujian Magang Kerja Industri di

Universitas Fakultas Sains dan Teknologi Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

1.

Mahasiswa telah melaksanakan Magang secara penuh dibuktikan dengan progress report
data Magang Kerja Industri.

Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh mata kuliah yang diambil yaitu 102 SKS untuk
Program Diploma (D3) dan 120 SKS untuk Program Stara Satu (S1) dan boleh
melampirkan nilai D maksimal 1 (satu) mata kuliah.

Mahasiswa telah melunasi seluruh uang kuliah sampai semester berjalan pada saat
pengajuan tugas akhir Magang Kerja Industri dan telah membayar lunas biaya tugas
akhir Magang Kerja Industri dengan jumlah sesuai ketentuan dari Universitas.

Mahasiswa yang akan melaksanakan Ujian Magang Kerja Industri harus menyerahkan 1
sertifikat wajib dan salah satu sertifikat optional (pilihan) yang sesuai dengan ketentuan
dari Universitas yaitu:

a. Sertifikat Internasional 1 lembar (Optional)
b. Sertifikat nasional 2 lembar (Optional)

c. Sertifikat lokal 5 lembar (Optional)

d. Sertifikat PKKMB (Wajib)

Sebelum memasuki ruangan ujian tugas akhir, mahasiswa akan dilakukan uji kelayakan
berkas administrasi untuk menentukan apakah sidang dapat dilanjutkan atau ditunda.
Adapun syarat uji kelayakan dapat dilihat pada Lampiran 1. Berkas kelayakan ini
diserahkan kepada panitia Ujian Magang Kerja Industri paling lama dua (2) hari sebelum
ujian berlangsung yang selanjutnya akan diserahkan kepada ketua penguji.

D. Ketentuan Pelaksanaan Ujian Magang Kerja Industri

Ujian Magang Kerja Industri wajib dibuka dan ditutup oleh Ketua Progam Studi, dan
apabila Ketua Program Studi berhalangan hadir maka dapat diwakilkan oleh UPM (Unit
Penjamin Mutu) pada Fakultas Sains dan Teknologi.

Ujian Magang Kerja Industri merupakan ujian tertutup sehingga tidak dapat diikuti oleh
mahasiswa lain.

Ujian Magang Kerja Industri dilaksanakan dalam satu majelis yang terdiri dari 3
orangdosen penguji

Pihak Program Studi menjdwalkan pelaksanaan ujian Magang Kerja Industri yang
bersamaan dengan ujian tugas akhir lainnya.

Dalam ujian Magang Kerja Industri dewan penguji mengajukan pertanyaan kepada
mahasiswa seputar usaha yang dijalankan.



6. Pertanyaan ujian disampaikan secara lisan oleh dewan penguji mengenai penguasaan
mahasiswa terhadap usaha yang sedang dijalaninya maupun hal-hal lain yang dianggap
relevan dengan Magang Kerja Industri yang dipilih sebagai pengganti tugas akhir.

7. Dewan Penguji memberi nilai terhadap penguasaan masing-masing materi yang diujikan
sesuai dengan ketentuan penilaian yang diatur dalam buku panduan ini.

8. Ketua Program Studi wajib mengumumkan hasil nilai sidang mahasiswa selesai
pelaksanaan ujian dan apabila Ketua Program Studi berhalangan hadir maka dapat
diwakilkan oleh UPM (Unit Penjamin Mutu) Fakultas Sains dan Teknologi

E. Ketentuan Penilaian Kelulusan Magang Kerja Industri
Adapun ketentuan penilaian kelulusan ujian Magang Kerja Industri sebagai pilihan
alternatif tugas akhir adalah sebagai berikut.
1. Kelulusan ujian Magang Kerja Industri berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil ujian
Magang Kerja Industri.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian Magang Kerja Industri apabila sekurang-kurangnya
memperoleh nilai minimal C.
3. Rentang (range) penilaian yang diberikan adalah sebagai berikut:

Range Nilai Angka Bobot Nilai Huruf Keterangan
80,00 — 100,00 A 4,00 LULUS
70,00 — 79,00 B 3,00 LULUS
60,00 — 69,00 C 2,00 LULUS
50,00 — 59,00 D 1,00 BELUM LULUS
00,00 — 49,00 E 0 BELUM LULUS

a. Komponen penilaian ujian Magang Kerja Industri pada setiap materi ujian adalah
sebagai berikut:

No Aspek Penilaian Bobot
1 | Ketepatan jawaban 35%
2 | Argumentasi dan keluasan wawasan 35%
3 | Sikap dan komunikasi 30%

Total Nilai 100%

b. Status kelulusan dapat dilihat melalui pengumuman masing-masing prodi.
c. Mahasiswa yang tidak lulus (nilai kurang dari C), maka diwajibkan mengulang ujian
tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

F. Ketentuan Ujian Ulang Magang Kerja Industri

Ujian Magang Kerja Industri ulang adalah ujian ulang bagi mahasiswa yang sudah
pernah mengikuti ujian Magang Kerja Industri tetapi belum lulus pada salah satu materi ujian
atau pada seluruh materi ujian. Adapun alur prosedur untuk mengikuti ujian Magang Kerja
Industri ulang adalah sebagai berikut.
a. Melakukan pendaftaran ke program studi.



b. Melaksanakan ujian Magang Kerja Industri ulang sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Panduan ini disusun dengan harapan agar dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa,
dosen, dan staff dalam menyelenggarakan ujian Program Kreativitas Mahasiswa di seluruh
Program Studi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu. Apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam buku panduan ini, maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran formulir penilaian Magang Kerja Industri:

KOP FAKULTAS/PRODI

Formulir Nomor : 302.KI

BERITA ACARA PENILAIAN MAGANG KERJA INDUSTRI

Pada hari ini ................ Bulan ...... Tahun ............... (dvaribu ............. ) telah
dilakukan penilaian dan/atau ujian kepada:

Nama

NPM

Program Studi
Konsentrasi
Tempat Magang

Jenis luaran MKI
Terindeks
Link artikel Jurnal

Hasil pemeriksaan laporan Magang Kerja Industri yang dilakukan oleh kepala program studi,
bahwa nama tersebut diatas dinyatakan :

*

Tidak perlu mengikuti ujian, cukup penilaian langsung

*

Mengikuti ujian pendalaman Pengabdian Keapda Masyarakat

Berdasarkan hasil penilaian/ujian pendalaman MKI nama tersebut diatas dinyatakan:

Berhasil dengan Nilai (dalam bentuk huruf) ............
Tidak berhasil (dapat mengulang ujian MKI)

Rantauprapat, 2021
Tim Penilai/Penguji: Tanda tangan

Ditetapkan oleh: Diketahui oleh:



Kaprodi

(Nama)
NIDN

Dekan

(Nama)
NIDN

*beri tanda centang \/

KOP FAKULTAS/PRODI

Formulir Nomor : 303.KI

HASIL PENILATAN/UJIAN MAGANG KERJA INDUSTRI

Nama
NPM
Program Studi
Konsentrasi
Tempat Magang
Nama luaran
(Jurnal/Prosiding/Buku/dll)
Volume, Nomor, Tahun
Terbit
Halaman
ISSN/ISBN
Link
Jurnal/Prosiding/Buku/dll
Terindeks Pada
Dosen Pendamping

Hasil Penilaian/Ujian:

Jenis/Tempat Publikasi” centane)

Nilai (Dalam

No Komponen Yang Dinilat JIB| JI | JT | Pros| Buku | Bentuk Angka)
1 | Kelengkapan unsur sebuah laporan MKI
(15%)
2 |Ruang lingkup dan  kedalaman
pembahasan (35%)
3 | Kecukupan dan kemutahiran
data/informasi dan metodologi (30%)
4 | Kelengkapan unsur dan kualitas luaran
(20%)
Jumlah total (100%)
Komentar Ulasan Tim Penilai/penguji
No Komponen ulasan Penilai 1 Penilai 2 Penilai 3
1 | Kelengkapan unsur sebuah MKI
Ruang  lingkup dan  kedalaman
pembahasan
3 | Kecukupan dan kemutahiran
data/informasi dan metodologi
4 | Kelengkapan unsur dan kualitas luaran
Rantauprapat, 2021




Hasil Akhir :

Angka Huruf Tim Penilai/Penguji Tandatangan
1.
2.
Rentang Nilai 3

80 — 100 dengan nilai A
70 — 79 dengan nilai B
60 — 69 dengan nilai C
50 — 59 dengan nilai D

o po ow

< 60 dinyatakan mengganti atau mengulang karya ilmiah yang dipublikasikan.



Lampiran Sistematika Pelaporan MKI:

LAPORAN AKHIR

MAGANG KERJA INDUSTRI DI PT. INALUM
SUAMTERA UTARA

Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan/Diploma® pada program
studi............. Fakultas ................

Nama Mahasiswa

NPM

PROGRAM STUDI .............
FAKULTAS .coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieecnneen
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2021



NB: Logo Berdiameter 6 cm, warna cover sesuai dengan Fakultas

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN

TEMPAT MAGANG : PT. Inalum Sumatera Utara

JENIS LUARAN : Artikel [lmiah

NAMA JURNAL/PROSIDING/BUKU : International Journal of Criminology and Sociology

VOLUME, NOMOR, TAHUN : 10, 01, 2021

HALAMAN

TERINDEKS : SCOPUS/SINTA (sebutkan peringkat/quartil)
Contoh : Sinta Q2

NAMA MAHASISWA

NPM

PRODI

KONSENTRASI

DOSEN PENDAMPING

DISETUJUI SEBAGAI PENGGANTI SKRIPSI (PILIHAN TUGAS AKHIR)

Pada Tanggal

Disetujui Oleh: Disahkan Oleh:

Kepala Program Studi ........................... Dekan Fakultas ..........................
(Nama Kaprodi) (Nama Dekan)

NIDN NIDN



LEMBAR TINDAK LANJUT

NAMA MAHASISWA

NPM

PROGRAM STUDI

KONSENTRASI

TEMPAT MAGANG

JENIS LUARAN (JURNAL/
PROSIDING/BUKU/DLL

ISSN/ISBN

VOLUME, NOMOR, TAHUN :

TERINDEKS PADA : [ ]scopus Q...

[ |SINTA ...

[ ] coPERNICUS

BERDASARKAN KETERANGAN DAN DATA TERLAMPIR BAHWA PROGRAM

KREATIVITAS MAHASISWA DENGAN
1181516 PP PPP
DIPUTUSKAN :

1. D MELAKSANAKAN UJIAN PENDALAMAN PKM

2. |:| TIDAK PERLU MELAKSANAKAN UJIAN

PEPNDALAMAN PKM

Disahkan pada tanggal : Diketahui Oleh:
Kepala Program Studi ........................... Dekan Fakultas ..........................
(Nama Kaprodi) (Nama Dekan)
NIDN NIDN

Nb. Beri tanda centang | \ | dalam kotak yang dipilih




KATA PENGANTAR

Puji syukur Almhamduliiah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah
memberikan banyak kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah
yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Karya ilmiah yang berjudul
e e e e, ” ini disusun dengan penuh usaha hingga
terpublikasi pada Jurnal International journal of criminology dan sociology yang terindeks

Scopus Q2. Penyusunan hingga terpublikasinya karya ilmiah ini kedalam Jurnal tidak terlepas

ata bantuan dan dukungan banyak pihak. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis

ucapkan kepada
1. Rektor.............
2. Dekan ...............
3. Kaprodi..............
4. Dst

Karya ilmiah yang terpublikasi ini tentunya masih memerlukan adanya masukan dan
saran sehingga kedepan karya ilmiah ini dapat dijadikan rujukan pada karya-karya ilmiah

yang akan datang.

Rantauprapat, Juli 2021

(Penulis)
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ABSTRACT

In a trial examination of a criminal case, the judge conducts an examination with at least two valid
pieces of evidence and also pays attention to the indictment of the public prosecutor regarding what
criminal act the defendant has committed. In the case of murder the judge needs a forensic expert to
find out what caused the criminal incident. The forensic doctor's statement in the form of a visum et
repertum plays a role in deciding / imposing a sentence for the convicted person, because the Visum
Et Repertum contains information or information about the causes that resulted in a person's death or
injury. The formulation of the problems in this study are: 1. What is the role of forensic experts in
uncovering the crime of murder? 2. What are the obstacles faced by forensic experts in uncovering
the crime of murder? This study used a normative approach, the research material was collected using
document study techniques, and data analysis techniques were used qualitatively. The results of the
research show that: 1. The role of a forensic specialist is very important in uncovering the crime of
murder, namely being able to directly provide information in court in the form of visum et repertum.
2. The judge's consideration of the results of the forensic doctor's testimony in court in revealing the
crime of murder is very helpful for the judge in taking a legal consideration.
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ABSTRAK

Didalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana, hakim melakukan pemeriksaan dengan
minimal dua alat bukti yang sah dan juga memeperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum tentang
tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus pembunuhan hakim
membutuhkkan ahli forensik untuk mengetahui apa penyebab dari peristiwa pidana tersebut.
Keterangan dokter forensik dalam bentuk visum et repertum berperan dalam memutuskan /
menjatuhkan pidana bagi terpidana, karena Visum Et Repertum terebut berisi keterangan atau
informasi tentang penyebab yang mengakibatkan seseorang mati atau luka. Perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran ahli forensik dalam mengungkap tindak pidana
pembunuhan? 2. Apa saja kendala yang didapat ahli forensik dalam mengungkap tindak pidana
pembunuhan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, materi penelitian dikumpulkan
dengan teknik studi dokumen, teknik analis data yang digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian
penelitian menunjukan bahwa: 1. Peranan dokter ahli forensik sangat penting dalam mengungkap
tindak pidana pembunuhan yaitu bisa langsung memberikan keterangan dalam persidangan dalam
bentuk visum et repertum. 2. Pertimbangan hakim terhadap hasil keterangan dokter forensik di
Pengadilan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan sangat membantu hakim dalam
mengambil suatu pertimbangan hukum.

Kata Kunci : Saksi; ahli forensik; Tindak Pidana; Tersangka; Pembunuhan
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I. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Dieara globalisasi ini sebuah sistem
transparansi pada penyidik harus meningalkan
cara lama dengan pengakuan tersangka
ataupun saksi. Kerana sistem tersebut sudah
berubah dengan istilah metode cara scientif
crime inverstigation atau dengan istilah
penyidikan secara ilmiah. Karena itu visi misi
Khususnya Polri sejalan dengan tuntutan
masyarakat baik nasional maupun
internasional yang bertujuan bahwa suatau
penyidikan  harus  menjunjung  tinggi
kekuasaan hukum berdasarkan KUHP yang
tidak lain untuk mengajar keadilan dalam
sistem pembuktian dan terwujudnya kepastian
hukum dan meningkatkan rasa kesadaran
seluruh masyarakat untuk dapat mematuhi
hukum. Tugas kepolisian selalu mendapat
perhatian dalam rangka menegakkan hukum.
Sebagai penegak hukum, polisi merupakan
bagian dari jajaran sub sistem peradilan pidana
yang merupakan “pintu gerbang” bagi para
pencari keadilan',

Kejahatan yang semakin lama semakin
meningkat merupakan suatu problema yang
harusnya mendapatkan perhatian dan tugas
pemerintah yang menjadi prioritas utama
dalam menciptakan keamanan dan
kenyamanan  baik  dilingkungan  dalam
kehidupan masyarakat. kurangnya kesadaran

dan perhatian dari orang tua adalah dampak

'Siregar, M., & Pakpahan, Z. (2018).
Kewenangan  Mengajukan Pra  Peradilan  Atas
Penetapan  Tersangka Di  Tinjau  Dari  Segi

negatif yang dialami seseorang sehingga
menjadi faktor utama dalam melakukan suatu
tindakan pidana. Perbuatan tindak pidana
merupakan suatu perbuatan yang melaggar
hukum yang mana akan mendapatkan sebuah
sanksi atau ancaman yang berupa penjatuhan
hukum atau disebut dengan pidana.

Hukuman atau sanksi yang didapatkan
seseorang yang melakukan tindak pidana
bertujun untuk memberikan efek jera dan
mempertanggungjawabkan perbuatannya
dimata hukum. Setiap sanksi dalam perkara
tindak pidana tergantung pada unsur yang
diperoleh pada proses penyelidikan karena
disini akan terlihat bahwa tindak pidana yang
melibatkan seseorang mempuyai unsur unsur
sengaja ataupun tidak  sengaja. Peraturan
perundang - undangan juga memberikan
kewenangan yang luas terhadap pihak
penyidik untuk melakukan penangkapan demi
kepentingan

ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHAP.

penyidikan  sesuai  dengan

Proses penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana pada masa sekarang telah
banyak mengalami kemajuan dengan adanya
perkembangan  ilmu  pengetahuan dan
teknologi yang modern. Salah satu dampak
perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan

teknologi  terhadap  penyelidikan  dan

penyidikan tindak pidana adalah dengan

dibangunnya laboratorium forensik’.

Hukum. Jurnal  [lmiah  Advokasi, 6(2), 34-54.

doi:https://doi.org/10.36987/jiad. v6i2.249
*Rachmad, Andi. (2019). Peranan Laboratorium
Forensik Dalam Mengungkap Tundak Pidana Pada
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Didalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP
dijelaskan bahwa keterangan ahli sebagai alat
bukti sudah diatur dimana keterangan ahli
dapat dikatakan alat bukti dan sebagaimana
alat bukti; yang esensinya dapat memberikan
pendapat, petunjuk terhadap hal hal yang

diajukan kepada saksi sesuai dengan
keahliannya yang memperoleh keterangan
dalam memperjelas suatu duduk perkaranya.
Berdasarkan latar belakang diatas penulis
memberikan gambaran bagaimana peranan
ahli forensik bagi tindak pidana pembunuhan
sebagai sebuah pembuktian bagi seluruh
masyarakat, guna untuk kepentingan peradilan
pidana dan pemberian rasa aman, nyaman dan
waspda dengan adanya perlindungan yang
merupakan hak yang pantas dan layak
didapatkan untuk saksi dan korban untuk
kepentingan peradilan pidana dan pemberian
rasa aman, nyaman dan waspada dengan
adanya perlindungan yang merupakan hak
yang pantas dan layak didapatkan untuk
dan  korban

saksi untuk  kepentingan

perlindungan hukum.

Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan uraian yang
dikemukakan  diatas,

menjadi  pokok

permasalahan yang ingin diteliti dan di
bahas dalam penulisan ini adalah sebagai

berikut:

Tingkat Penyidikan. Jurnal Hukum Samudra Keadilan.

14(1). 15-24. https://doi.org/10.33059/jhsk.v14il. 1078

1. Bagaimanakah peranan saksi ahli forenik

dalam  mengungkap tindak pidana
pembunuhan?

2. Apa saja kendala-kendala yang didapat oleh
saksi para penyidik dan saksi ahli forensik
dalam

mengungkap tindak pidana

pembunuhan?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang
telah dikemukakan maka yang menjadi
tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja peranan saksi
ahli forensik dalam penetapan tersangka
tindak pidana pembunuhan.

2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan
hukum dalam saksi ahli forensik dalam

penetapan tindak pidana pembunuhan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sebauah
penelitian kualitatif ~ dimana mempunyai
sifat yang deskriftif yang realistis, dimana
penulis dapat memahami dan memungkin
sebuah pandangan yang menuangkan ide
ide secara fakta.
teknik

lebih  banyak

dikeliling yang terjadi

Kualitatif ini  sebuah dalam

pengumpulan data yang
menggunakan secara mendalam dalam sebuah
wawancara dan observasi, dan dokumentasi

yang diambil penulis.
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III. PEMBAHASAN

1. Peranan  dokter forensik  dalam
pembuktian tindak pidana pembunuhan

Hukum acara pidana  bertujuan
untuk mencari kebenaran materil dari suatu
peristiwa  pidana, penemuan kebenaran
materil tidak terlepas dari suatu pembuktian,
yang menggambarkan tetang suatu kejadian
yang konkrit membuktikan sesuatu menurut
hukum pidana berarti menunjukkan hal hal
yang dapat ditangkap oleh panca indera,
mengutarakan hal tersebut dan berpikir secara
logika, pembuktian dalam perkara pidana
menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan
adanya alat bukti yang sah yaitu :
keterangan saksi  keterangan ahli, surat,

petunjuk  dan  keterangan terdakwa.

dalam Pasal 183 KUHAP
hakim  tidak boleh

Selanjutnya
menyebutkan bahwa :
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
apabila sekurang kurangnya dua alat bukti
vang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar benar telah terjadi
dan bahwa terdakwalah yang salah
melakukannya.

Selanjutnya Ilmu kedokteran  juga
mempunyai peranan dalam hal menentukan
hubungan hubungan causalitas antara suatu
perbuatan dengan akibat yang akan
timbulkannya dari perbuatan tersebut, baik
yang menimbulkan luka pada tubuh, atau
yang menimbulkan matinya seseorang,
dimana terdapat akibat akibat tersebut patut
diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan

hasil pemeriksaan ahli  forensik inilah

selanjutnya dapat diketahui apakah luka
sesorang, tidak sehatnya seseorang tersebut

diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.

2. Dokter sebagai saksi ahli forensik
Kewajiban dokter untuk membuat
keterangan ahli telah diatur dalam Pasal 133
KUHAP. Keterangan ahli ini akan dijadikan
sebagai alat bukkti yang sah didepan siding
pengadilan (Pasal 1814 KUHAP) dam dapat
diberikan keterangan secara lisan di depan
sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP), bila
dokter atau tenaga Kesehatan dengan sengaja
tidak memenuhi Kkewajiban saat dipanggil
sebagai saksi, atau sebagai ahli dalam suatu
kasus yang diduga terkait dengan suatu

kejahatan maka dalam  perkara  pidana
diancam dengan pidana paling lama 6 bulan
(Pasal 224 KUHAP). Dokter pemeriksa
sebagai saksi ahli dapat terkait visum et
repertum yang dibuat ataupun diluar visum
et repertum berupa pertanyaan hakim. Versi
pertama sebagai saksi A Charge saksi yang
dihadirkan ke pesidangan oleh jaksa penuntut
dimana

umum keterangannya  dapat

menguntungkan maupun  memberatkan
terdakwa. Versi kedua sebagai saksi A de
charge saksi ini dihadirkan ke persidangan
oleh terdakwa atau penasehat hukumnya
dimana keterangan yang diberikan
meringankan terdakwa atau dapat dijadikan
dasar bagi nota pembelaan (Pledeoi) dari

terdakwa atau penasehat hukumunya.
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3. Hambatan penyidik dan saksi ahli
Forensik dalam pemeriksaan sebagai
saksi dalam kasus tindak pidana

Dalam menghadapi kasus tindak pidana
yang didukung dengan minimal dua alat
bukti yang sah, aparat penegak hukum sulit
membuktikan bersalah atau tidak nya
tersangka / terdakwa. Beberapa hambatan
yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya
pemeriksaan alat bukti terhadap tindak

pidana yaitu : 1. Jarak lokasi laboratorium 2.

terbatasnya biaya operasional.3. kurangnya

jumlah saran prasarana yang diperlukan.

4. Faktor faktor penghambat dari fungsi

ilmu  kedokteran forensik dalam

mengungkap kasus pidana
Dalam melakukan penyidikan perkara
tindak pidana pembunuhan dengan bantuan
ilmu kedokteran forensik terkadang penyidik
mengalami hambatan dalam
melaksanakannya. Ada beberapa faktor
penghambat dalam penegakan hukum yaitu ;

a) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung
penegak hukum.

b) Faktor masyarakat yaitu faktor lingkungan
yang mana hukum itu diterapkan.

c) faktor kebudayaan yaitu hasil karya cipta
rsasa didasarkan  ada karsa manusia
didalam hidup.

d) faktor penegak hukum yaitu pihak pihak
yang membentuk maupun yang

menerapkan hukum

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan
penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan saksi ahli  forensik dalam

mengungkap suatu  tindak  pidana

merupakan usaha untuk  mengetahui
identitas seseorang yang ditujukan untuk
kepentingan forensik, yaitu kepentingan
proses peradilan. sebuah peranan saksi
ahli khususunya forensik adalah jalan
yang ditempuh pada proses penyidikan
untuk memberikan keterangan yang
materil, akurat, real yang digunakan
dalam pengadilan untuk membantu
memecahkan suatu kejahatan dalam
penegakan keadilan dalam perkara
dipengadilan.

2. Hambatan atau kendala-kendala yang
didapat oleh saksi forensik dan saksi para
penyidik dalam mengungkap tindak
pidana pembunuhan yang  sering
dihadapi  pihak penyidik selama TKP
antara lain kurangnya sarana prasarana.

3. Dalam suatu  kasus kriminal sangat

dibutuhkan ilmu pengetahun yang dapat

digunakan dalam proses penyelidikan

untuk kepentingan hukum dan keadilan.
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